SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman
Listrik Yang Disebabkan Kerusakan SUTET Oleh PT.PLN (Persero)
Wilayah Jawa-Bali

Legal Protection for Consumers on The Loss ff Power Outages Caused By
Interference of The SUTET (Electric Tower) By PT.PLN (Persero) Regional Java-
Bali

Oleh:
PANDU PRASETYO
NIM. 150710101356

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman
Listrik Yang Disebabkan Kerusakan SUTET Oleh PT.PLN (Persero)
Wilayah Jawa-Bali

Legal Protection for Consumers on The Loss ff Power Outages Caused By
Interference of The SUTET (Electric Tower) By PT.PLN (Persero) Regional Java-
Bali

Oleh:
PANDU PRASETYO
NIM. 150710101356

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO
“We shouldn’t worry about what our macine can do today, instead wes should
worry about what they still can’t do today. There is one thing only human can do,

thats dream. So, let us dream big. -Garry Kasprov-"
“Kita seharusnya tidak khawatir akan kemampuan mesin sekarang, melainkan kita

seharusnya khawatir akan ketidakmampuan mesin sekarang. Ada satu hal hanya

manusia bisa lakukan, yaitu mimpi. Jadi, marilah bermimpi. -Garry Kasprov-"
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RINGKASAN

Kebutuhan terhadap aliran listrik salah satu pendukung yang sangat memilki
peran penting terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi
merupakan salah satu dampak yang sangat besar dengan dibutuhkannya tenaga
listrik. Listrik menjadikan masyarakat mudah melakukan berbagai kegiatan yang
cara teknisnya memerlukantenaga listrik. Aliran listrik sangat bepengaruh terhadap
kehidupan masyarakat seharihari. Aliran listrik menjadi sumber energi yang utama
dan kebutuhan masyarakat sangat bergantung dengan adanya aliran tenaga listrik.
Keberadaan listrik menadi salah satu pendorong serta meningkatkan taraf hidup
orang banyak. Masyarakat menggunakan aliran listrik baik dalam kebutuhan
berumah tangga maupun sektor industri dan pembangunan. Adanya pemadaan
listrik hingga berturutturut selama 3 (tiga) hari yang dikarenakan rusaknya salah
satu komponen pembangkit listrik dimana pemadamn listrik tersebut mengganggu
dan merugikan dikalangan rumah tangga dan bisnis atau industri yang produksinya
banyak tergantung pada aliran listrik. Kerugian tersebut dirasakan oleh masyarakat
yang memiliki industrikecil seperticontoh bisnis fotocopy, laundry, percetakandan
perusahaan besar yang harus tutup semntara. Kerugian tersebut yang membuat
masyarakat geram dengan adanya pemadamn listrik yang dapat menimbulkan
kerugian materi.

Penulis menganalisis 3 (tiga) permasalahan yang kemudian dibahas dalam
skripsi ini. Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami
pemadaman listrik akibat rusaknya SUTET?; Kedua, upaya yang dapat dilakukan
konsumen atas terjadinya pemadaman listrik?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah unuk mengetahui bagaimana
bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami pemadaman listrik
akibat rusaknya SUTET; lalu untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan
konsumen atas terjadinya pemadaman listrik?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang dgunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (state
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mana
pendekatan konseptual yang digunakan, yaitu konsep tentang perlindungan hukum
terhadap konsumen listrik. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum
primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis hukum yang dilakukan adalah
metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum
menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan dalam
bentu argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang
dibagun dari kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh vyaitu, Terkait pemadaman listrik yang
diakibatkan rusaknya SUTET penyalur aliran tenaga listrik maka pelaku usaha
yakni PT.PLN untuk memenuhi perlindungan hukum yang sudah diatur dalam
undang-undang mempunyai kewajiban untuk memberikan pengaturan dan
pemberitahuan pemadaman listrik terhadap masyarakat selaku konsumen dengan
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tujuan dapat melakukan persiapan sebelum terjadinya pemadaman untuk
menghindari adanya kerusakan, serta perbaikan dan peremajaan terhadap
komponen pembangkit tenaga listrik. Begitu juga dengan adanya kerugian yang
dialami oleh konsumen dan yang PT.PLN dengan itikad baik memberi ganti rugi
dalam bentuk materi, sanksi ataupun kompenasi akibat pemadaman listrik yang
diakibatkan rusaknya SUTET aliran tenaga listrik yang merupakan salah satu
kewajiban pelaku usaha. Pelanggan PT.PLN yang merasa dirugikan oleh pelaku
usaha dapat melaporkan dan mendatangi loket Layanan Keluhan Pelanggan yang
ada disetiap kantor PT.PLN, pelanggan dapat menelpon call center 123, pelanggan
dapat memasukkan pengaduan melalui situs PT.PLN, www.pln.co.id. Apabila
pemadaman listrik tersebut melanggar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) maka
pelanggan berhak untuk mengajukan kompensasi kepada PT.PLN itu sendiri.
Apabila akan terjadi sengketa akibat pemadaman listrik maka Berdasarkan Pasal 45
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
diantaranya yaitu yang pertama dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai
untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa melalui pihak ketiga, yang
kedua penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dan yang ketiga
penyelesaian sengketa melalui non litigasi (di luar pengadilan). Upaya penyelesaian
melalui non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saran dari penulis yaitu hendaknya PT.PLN mengedapankan hak konsumen
dan kewajiban pelaku usaha agar tidak adanya sengketa dan adanya pihak yang
merasa dirugikan, dengan adanya pemberitahuan sebelum terjadinya pemadaman
dan peningkatan perawatan, peremajaan dan teknologi dalam komponen
pembangkit tenaga listrik serta adanya tindakan nyata dalam upaya memberikan
informasi mengenai Tingkat Mutu dan Pelayanan kepada masyarakat dan
meingkatkan kwalitas kerja serta tanggung jawab selaku pelaku usaha. Adanya
ketegasan mengenai perlindungan hukum dan ganti kerugian yang jelas bagi
konsumen listrik yang merasa dirugikan agar hak-hak konsumen dan kewajiban
pelaku usaha tidak dilanggar oleh PT.PLN sebagai pelaku usaha penyedia listrik.
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan tenaga listrik
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Listrik merupakan kebutuhan utama bagi
manusia, karena tanpa listrik manusia tidak akan dapat melakukan aktifitas
hidupnya sehari hari. Seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan manusia akan
listrik maka secara otomatis menyebabkan meningkatnya pula pembangungan
disegala sektor usaha yang membutuhkan tenaga listrik. Oleh karena itu, besarnya
kebutuhan akan energi listrik harus seimbang dengan pembangunan dan perawatan
pembangkit tenanga listrik yang ada.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnya disingkat PLN
sebagai perusahaan listrik negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) harus dapat memenuhi kebutuhan listrik konsumen. PT. PLN merupakan
sebuah perusahaan yang diberi hak khusus untuk memonopoli penyelenggaraan
penyediaan listrik untuk rakyat, yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan
memberi pelayanan yang optimal dengan biaya yang tidak terlalu membebankan
rakyat. 1 Mengingat sangat pentingnya listrik bagi kehidupan masyarakat maka
pemerintah dalam hal ini adalahPT. PLN sebagai penyedia lisrik dalam melakukan
penyediaan listrik harus berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Sektor Ketenagalistrikan yang sangat menunjang dan memiliki peranan
yang menonjol dalam kehidupan manusia seperti halnya kehidupan sehari-hari dan
kepentingan industri. Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti membutuhkan
tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Era
goblalisasi atau kemajauan suatu wilayah merupakan salah satu contoh
dibutuhkannya tenaga listrik. Listrik adalah salah satu kebutuhan yang utama bagi
manusia, karena tanpa listrik banyak manusia yang tidak bisa melakukan aktifitas
pada biasanya, contoh orang-orang yang memiliki industri kecil maupun besar
sudah dipastikan listrik merupakan kebutuhan yang utama. Seiring dengan makin

majunya zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia akan listrik maka secara

! Dina Amalia, 2018, jenis dan ciri ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/jenis-dan-ciri-ciri-badan-usaha-milik-negara-bumn, diakses
pada tanggal 13 November pukul 10:03.
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otomatis menyebabkan semakin meningkat pula pembangunan di segala sektor
usaha yang membutuhkan listrik dandaripihak PT. PLN pun harus menambah daya
yang dibutuhkan masyarakat.?

Penerapan suatu penyediaan yang efisien dan semaksimal mungkin
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penyediaan listrik
tersebut dirasa berguna dan merata bagi masyarakat. Pada kenyataan yang ditemui
dalam masyarakat, adanya pemadaman listrik yang disebabkan gangguan pada
komponen yang ada di PT.PLN sempat terjadi baru-baru ini yang mengakibatkan
pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Jawa-Bali. Dapat dikatakan dari pihak
PT. PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan lalai dalam
melakukan tugas sebagai penyedia listrik, seperti halnya pada kasus yang terjadi
baru-baru ini merupakan salah satu kelalaian dari pihak PLN yang kurang
memperhatikan atau merawat komponen-komponen yang digunakan untuk
menyediakan listrik untuk masyarakat dan berakibat pemadaman listrik bergilir Se-
Jawa-Bali.®

Pemadaman listrik dari PLN ini berakibat pada pengusaha kecil merasa
sangat dirugikan oleh pihak PT.PLN dikarenakan setiap pengusaha tersebut sangat
bergantung pada penyedia listrik yang ada. Pemadaman listrik juga berimbas
kepada industri besar, dimana listrik merupakan salah satu sumber energi untuk
menjalankan alat-alat produksi. Banyak konsumen yang memiliki industri kecil
maupun industri besar mengalami kerugian yang cukup banyak seperti contoh
macetnya pemasukan dalam setiap harinya dan yang seharusnya industri tersebut
tidak memebeli penyupply listrik cadangan (Generator), banyak dari pengusaha
tersebut dengan berat hati membeli barang tersebut demi kelancaran usaha
perorangan yang masyarakat miliki dan banyak contoh lainnya.

Kewajiban PT.PLN yakni memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

2Muhammad Bobby Fadillah, 2015, Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun
2015-2024 Wilayah PLN Kota Pekanbaru dengan Metode gabungan, Jom FTEKNIK, Vol.2 No.1,
himl.

3 Januar Alamijaya, 2018, Pemadaman Listrik di sebagian Pulau Jawa dan Bali Berlanjut
Hari Ini Begini Penjelasan PLN, http://kaltim.tribunnews.com/2018/09/06/pemadaman-listrik-di-
sebagian-pulau-jawa-dan-bali-berlanjut-hari-ini-begini-penjelasan-pIn, diakses pada tanggal 13
November 10:12.
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mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan komponen penyedia listrik
dan menjadi hak konsumen untuk mengetahui hal itu. Sangatlah tidak sesuai dengan
hak-hak yang di ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dimana masyarakat sebagai konsumen pembeli listrik
berhak atas kenyaman, kemanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/jasa.
Peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen itu sendiri terdapat
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang
selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlidungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan
untuk mengambarkan bahwa adanya hukum yang memberikan
perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian dari produk
barang dan/atau jasa. Konsumen merupakan orang yang menggunakan
barang dan/atau jasa yangtelah tersedia, baik untuk kepentingan sendiri
ataupun kepentingan orang lain dan hal tersebut tidak untuk diperjual
belikan. Penggunaan barang dan/jasa dalam masyarakat mempunyai
implikasi yang sangat luas bagi kehidupan konsumen. Maka dari itu
bentuk perlindungan yang diberikan diharuskan mencakup segala hal
yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.*

Penyebab dari pembahasan ini dikarenakan ketergantungan masyarakat
terhadap listrik sedemikian rupa sangatlah tinggi sehingga dapat dipastikan tidak
sanggup hidup tanpa listrik. Dalam posisi ini PT. PLN berada pada derajat yang
lebih tinggi untuk mengendalikan harga melalui insentif dan disinsentif tanpa
mendapatkan pelawanan berarti dari konsumen ditambah PT.PLN dibebaskan
untuk memonopoli penyelenggaraan listrik untuk masyarakat. Hak monopoli dapat
dipandang sebagai kekuatan yang mememenangkan tindakan petugas PLN ketika
berhadapan dengan konsumen. Masyarakat mungkin masih bisa menerima alasan
PLN, jika pemadaman bergilir karena sejumlah pembangkit sudah berumur dan
perlu perbaikan rutin, dan memang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PLN
lebih memperhatikan dan merawat komponen yang digunakan untuk penyedia
tenaga listrik.

Adanya pemadaman listrik secara tiba-tiba dan lambannnya perbaikan yang
dilakukan hingga berhari-hari, disitu dapat dikatakan pihak PT.PLN sebagai

penyedia listrik tidak memiliki itikad baik (good faith) untuk memberikan informasi

4Burhannudin S, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,
Malang: UIN-Maliki Press, him 1.
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terlebih dahulu apabila akan terjadi pemadaman listrik. Konsumen sebagai pembeli
listrik secara sepihak dijatuhi sanksi yang berupa denda jika terlambat melakukan
pembayaran tagihan listrik. Apabila diputarbalikkan sanksi kompensasi maupun
ganti rugi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pihak penyedia listrik yang
terlambat merealisasikan pelayanan terhadap konsumen atau masyarakat.® Dalam
praktiknya bahwa masalah pemadaman secara tiba-tiba yang diakibatkan gangguan
pada komponen penyedia listrik dan lalainya dalam pengecekan komponen yang
dilakukan oleh pihak PT.PLN.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
dalam suatu karja ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman Listrik Yang Disebabkan
Kerusakan SUTET Oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa-Bali.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini adalah :

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Oleh

PT.PLN Terkait Pemadaman Listrik Yang Disebabkan Adanya Kerusakan

Pada SUTET Di Wilayah Jawa Bali?

2. Apakah Upaya Yang Dilakukan Oleh Konsumen Akibat Terjadinya

Pemadaman Listrik Yang Disebabkan Rusaknya Pada SUTET?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan
sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis, maka perlu ditetapkan suatu tujuan
penelitian. Adapun tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dantugas menyelesaikan
studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Jember;

5 Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:
Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal, 173.
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1. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah
diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di
masyarakat;

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan
umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Yang DirugikanOlehPT.PLN Terkait Pemadaman Listrik Yang
Disebabkan Adanya Gangguan Pada SUTET Di Wilayah Jawa Bali.
2. Untuk mengetahui Upaya Yang Dilakukan Oleh Konsumen Akibat
Terjadinya Pemadaman Listrik Yang Disebabkan Gangguan Pada SUTET.
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis
normatif (legal research). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang
fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum
positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok
pembahasan dalam skripsi ini.® Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifta formil seperti undang undang,
peraturan serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis.
1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan
untuk menggali informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya.
Pendekekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan
menggunakan pendekatan undang undang (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan Perundang Undangan (statue approach)

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara mendalami semua
undang undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Penelitian dengan metode ini dapat menangkap kandungan

6 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
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filosofi yang ada pada undang undang itu, yang akan menyimpulkan ada
atautidaknya benturan filosofi antar undang undang dengan isu hukum yang
dihadapi.

Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konsptual dilakukan dengan cara memahgmi doktrin doktrin
dan pandangan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Untuk
menjawab isu hukum diatas maka penulis harus paham betul mengenai
konsep unjust enrichment yang berasal dari pandangan sarjana dan dimuat
dalam bentuk buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan lain-lain.”
Dengan begitu penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian pengertian mengenai hukum, konsep konsep yang ada dalam
hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi.
Pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut dapat
digunakansebagai pedoman oleh peneliti untuk menggali suatu argumentasi

dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.®

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk

memecahkan permasalhan yang ada. Sumber penelitian berupa bahan hukum dapat

dibedakan menjadi beberapa yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Disamping kedua bahan hukum tersebut yang berupa bahan hukum juga dapat

digunakan bahan non hukum apabila dipandang diperlukan.®
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum prmer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya

memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. 1% Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

"Diah Octorina Susanti, A’an Efendi, 2005, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta:

Sinar Grafika, hlm 116.

8 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him 177.
® Ibid, him 183.
1% 1bid, him 181.
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Listrik;
4. Surat Keputusan Direksi PT.PLN Nomor 114 Tahun 2002 Tentang
Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum
Yang Disediakan Oleh PT.PLN.
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang berupa keseluruhan publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus
hukum, dan data yang diambil dari wawancara. *
1.4.3.3 Bahan Non Hukum
Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil
penelitian baik ilmu politik, ekonomi, sosilohi, filsafat, kebudayaan ataupun
laporan- laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang
relevan dengan topik penelitian.?
1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian bahan hukum, analisa bahan hukumdigunakan
untuk menemukan jawaban adanya suatu isu hukum yang diahadapi. Langkah yang
dilakukan dalam melakukan penelitian bahan hukum vyaitu :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliniasi hal hal yang tidak sesuai
untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan bahan hukum dan yang sekiranya sesuai dengan
bahan bahan non hukum;
3. Menelaah suatu isu huku yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang
dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum, dan;
5. Memeberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.®

1 bid.
12 |pid, him. 183.
13 1bid, him. 213.
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Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara menelaah peraturan
perundang-undangan yang ada dan menganalisanya untuk menarik suatu
kesimpulan yang berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan serta
mngaitkannya dengan pendapat ahli hukum. Selanjutnya mengambil kesimpulan
dengan menggunakan deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai

dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa
perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakanoleh
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang berarti melindungi dan ada
yang dilindungi. Para ahli juga berpendapat sesuai pengetahuan masing-masing
tentang apa itu perlindungan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari
kata “Lindung” yangartinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan
dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk
memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata mata
untuk melindungi kepentingan kepentingan manusia. Makna hukum dari segi
etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari
kata “Alkas”, yang apabila diterjaecmahkan dalam bahasa indonesia menjadi
“Hukum”.*

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian
perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum
merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.*®

2. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan
sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan
hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman bagi masyarakat.®

3. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

14 S0eroso,2000, Pengantar limu Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Gratika, him 24.
15 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta : Buku
Kompas, him.11.
16 Setiono, 2014, Rule of Law, Surakarta : Magister llmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, him.3.
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kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara
sesama manusia.’

Perlindungan hukum ada dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat
atas hukum yang berlaku. Terlebih lagi masih banyaknya masyarakat yang
memiliki riwayat pendidikan yang tergolong rendah menjadikan perlindungan
hukum sebagai salahsatu hal yang perlu diperhatikan. Denganadanya perlindungan
hukum diharapkan negara lebih bisa mengayomi masyarakatnya, terutama dalam

hal perlindungan konsumen dimana posisi konsumen yang lemah.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum selalu dikaitkan terhadap pihak yang lemah atas
adanya kesewenang-wenangan dari pihak yang lebih kuat atau lebih tinggi
kedudukannya. Dalam perlindungan konsumen, keberadaan konsumen berada di
posisi yang lemah. R. La Porta dalam Journal of Financial Economics menyatakan
terdapat dua sifat tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
masyarakat oleh suatu negara, pertama bersifat pencegahan (prohibited) dankedua
bersifat hukuman (sanction). *® Sedangkan secara teoritis, terdapat dua bentuk
perlindungan hukum, vyaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif, merupakan sifat dari
perlindungan hukum yang sama dengan apa Yyang telah
diungkapkan oleh R. La Porta yaitu perlindungan yang sifatnya
berupa pencegahan dengan tujuan untuk mencegah adanya
sengketa.

2. Perlindungan refresif, bentuk perlindungan hukum refresif
digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan apabila terjadi
sengketa. °

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum diatas menunjukkan bahwa dengan
adanya suatu perlindungan hukum terutama di bidang perlindungan konsumen
diharapkan akan meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara

tidak langsung pihak pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan penuh rasa

17 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Inverstor di Indonesia,
Surakarta : Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, him.14

18 Rafael La Porta, 1999, Investor Protection and Cororrate Govermenance, Journal of
Financial Economics, No.58, him.9.

19Admin, 2015, Perlindungan Hukum,
https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, Diakses pada24 Oktober 2018
pukul 21.48.
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tanggung jawab. Dengan adanya kesadaran untuk bertanggung jawab oleh pelaku
usaha maka semakin menurunnya tingkat kerugian yang diterima oleh konsumen.

Sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha bisa saling memberikan keuntungan.

2.2 Perlindungan Konsumen
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian
perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi
“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna
menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan
kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut
peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala hak upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan
barang dan/jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri,

keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.?°

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan sesama manusia.
Oleh karena itu, menjadi semua harapan bagi semua bangsa di dunia guna
mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki
keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan
pemerintah. Pengertian diatas hampir sama dengan perlindungan hukum, namun
dalam hal ini lebih spesifik yakni kepada konsumen. Perlindungan sudah pasti
memiliki tujuan-tujuan tersendiri, salah satunya untuk menghindari adanya
sengketa antar para pihak dan juga dari pihak pelaku usaha dan konsumen memliki
itikad baik untuk tetap memahami dan menaati peraturan perundang-undang yang

tekah diatur mengenau perlindungan konsumen.

20 Burhannudin S, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi
Halal, Malang: UIN-Maliki Press, him 2.
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2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, maka perlu
diberlakukannya asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.
Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum
perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang
menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum,
seperti yang dinyatakan dalamPasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan mengenaiasas

asas tersebut:

1. Asas Manfaat
Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memeberikan
manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan
Dimaksudkanagar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
secara adil.

3. Asas Keseimbangan
Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalamarti materiil ataupun
spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian Hukum
Dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memeperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan
subtansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:
1. Asas kemanfaatan vyang didalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumen,

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

3. Asas kepastian hukum?*

Diantara tiga asas diatas seringkali yang menjadi sorotan utama adalah masalah
keadilan. Asas-asas hukum seharusnya bisa dengan sendirinya menempatkan asas
ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun
dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan
konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Asas keseimbangan
dikelompokkan kedalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang
dimaksud adalah kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
Maksud dan tujuan pemerintah disini adalah sebagai perwakilan atau mewakili
kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak,
namun melalui pembatasan yakni dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang

dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.??

Asas-asas digunakan sebagai panutan atau landasan penetapan hukum oleh
pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam bahasa sehari-hari bisa disebut
sebagai panutan. Landasan penetapan hukum berguna dikalangan konsumen dan
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau dalam melakukan jual beli dengan
tujuan agar terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak ataupun pemerintah
sekalipun dan berpandangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan  perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan
perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan;

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriankonsumen
untuk melindungi diri;

h. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

¢. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam  memilih,
menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen;

21 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.. HIm 26.
22 1bid.
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertangung jawab dalam berusaha;

f.  Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai
maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan
ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur
penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah adanya konsumen.
Hampir keseluruhan orang yang telah menggunakan produk barang dan/jasa yang
beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen

yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat,

menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.?

Achmad ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki
tujuan khusus dan hal itu juga tampak dari pengaturan pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen diatas. Yang mengatur tujuan khusus
perlindungan konsumen sekaligus membedakan dengan tujuan umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Keenam tujuan Khusus perlindungan konsumen yang
disebtukan diatas bila dikelompokkan dalam tiga tujuan hukum secara
umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam
point huruf ¢ dan huruf e. Sementara tujuan yang memberikan suatu
kemanfaatan terdapat pada ponit huruf a dan b serta huruf ¢, d dan f.
Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum
terlihat pada point d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh
karena seperti yang dilihat pada point huruf a sampai huruf f terdapat
tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.?*

Tujuan perlindungan konsumen memiliki tujuan yang kesamaan dengan
tujuan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu
perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan

konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang

23 Widi Nugrahaningsih, 2017, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01
him 3.

24 Achmad Ali, 1998, Menjelajah Kajian Emoiris terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif
Watampone, him 95.
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lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini
diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata
untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa

antar para pihak.

2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha
2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang
menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingansendiri, keluarga, orang lain
maupun mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal
dari kata dalam bahasa Inggris yakni“consumer” atau dalam bahasa Belanda

[ »
consument .

Pengertian dari consumer atau consument tergantung pada dimana kata itu
ditempatkan. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen)
setiap orang yang menggunakan barang.?® Tujuan pengguna barang dan/jasa akan
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus
Bahasa Inggris Indonesia memeliki arti kata yang sama yaitu consumer adalah
seabagai pemaki atau konsumen.?®

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/jasa yang tersedia di dalam masyarakat” apabila
disangkutpautkan dengan anak kalimat “bagi kepentingan diri sendiri,
kelvarga, orang lain maupun mahluk hidup lainnya”. Pemakai dari hal
tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri,
keluarga atau mahluk hidup lainnya. Penggunaankata “pemakai” dirasa
barang yang sudah dibeli bukan milik pembeli/diri sendiri. Istilah yang
digunakan setiap orang yang memperoleh suatu barang secara hukum
akan memberikan makna yang lebih relevan, karena yang diperoleh
secara hukum maka dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri
maupun untuk orang lain.

25 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, HukumPerlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar
Grafika, edisi 1, Cetakan 2, him 22.

26 Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media,
him 3.
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Perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur
dengan diimbuhi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya
pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang
konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu;

2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan brang dan/jasa
untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk
diperdagangkan (dengan tujuan komersial);

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya
pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan

kembali (non komersial).?’

Konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang kapital
atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang
akan diproduksinya (produsen). Konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah
barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumenm yaitu barang yang biasanya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga
(produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya diperoleh dari
pasar-pasar konsumen., dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.?

Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian
konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian
dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi dari konsumen kepada
pelaku usaha. Dapatdisimpulkan bahwa keluarga, orang lain dan mahluk hidup lain
tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain apabila
diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen
sebaiknya menetukan bahwa konsumen adalah setiap orangatau banda hukum yang
memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha
dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha”

27 Ibid.
28 Ibid, him 13-14.
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dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumensangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian
yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam
pengertian sehari-hari) adalah yang tidak memeperoleh barang dan/atau jasa dari
pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang-Undang ini.?®

Konsumen merupakan pemberdaya dari apa yang diperjual belikan oleh
pelaku usaha. Diibaratkan kacang tanpa kulit, apabila tanpa adanya konsumen
pelaku usaha tidak akan ada dan tidak ada kegunaanya atas pembuatan barang
dan/atau jasa yang telah diproduksi. Olehkarena itu, konsumen disini memiliki hak
apabila konsumen merasa dirugikan atas brang dan/atau jasa dan diberikan
kebebasan untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai peraturan perudang-
undangan yang telah diatur.
2.3.2 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha
adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan
lain lain, (penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen )

Tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barangdan/atau jasa
yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan termasuk agen,
distributor, serta jaringan jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan

pemasaran barang dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.°

29 Desy Ary Setyawati, 2017, Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik, Law Journal, Vol.1 No.3 him 4.

30 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him 5.
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Batasan pengertian pelaku usaha tersebut sangat luas dikarenakan pelaku usaha
tidak memiliki batasan kepda pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan
hukum tetapi juga pemilik perusahaan kecil. Dengan demikian, jika
disangkutpautkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan
perundang-undangan lainnya, mereka pelaku usaha tetap memiliki kewajiban dan
tanggung jawab atas konsumennya.®?

Pelaku usaha sebagai pembuat atau pemroduksi barang dan/jasa secara logis
sesharusnya lebih meneliti barang dan/atau jasa yang diperjual belikan kepada
konsumen, demi menghindari adanya sengketa antara pelaku usaha dan adanya
kerugian yang dialami oleh konsumen. Adanya produk barang dan/atau jasa yang
cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka bukan merupakan satu-satunya dasar
pertanggungjawaban pelaku usaha melainkan keseluruhan keugian yang dialami
oleh konsumen akibat adanya cacat produk atau ketidaksesuaian produk.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak
Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

h. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

¢. Hakatas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani decara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan dispensai, ganti rugi dan/atau penggantian
jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjadnjian atau tidak sebagaimana mestinya;

31 N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,
Jakarta: Panta Rei, him27.
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I. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
yang lainnya.

Hak diatas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh
pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen , yaitu :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perldindungan
konsumen secara patut.

e

Ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari
sebagian President Kennedy’s Bill Of Rights yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety)

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

3. Hak untuk memilih (the rught ti choose)

4, Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat dasar hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya,
organisasi-organisasi konsumen yang bergantung dalam The international
Orgabization of Consumers Union (IOCU) menambahkan beberapa hak konsumen,
seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti
kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.3? Untuk
menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akanaman dan nyaman
maupun tidak mebahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk
memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan
informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan,
konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil,

kompensasi sampai gabti rugi.>®

32 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, him 19-
33 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him 30.
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Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen
kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan
transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan
terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh
produsen (pelaku usaha).

2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha secara umum diatur dalam Pasal Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak
tersebut berdasarkan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

h. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad baik;

¢. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan. Menunjukan bahwa pelaku usaha
tidak dapat menuntut berlebihan apabila kondisi barang dan/atau jasa yang
diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang
berlaku pada umumnya atau harga pasar atas barang dan/atau jasa yang sama.
Dalam praktek yang terjadi selama ini, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya
lebih rendah dari pada barang yang sama maka para pihak menyepakati harga
barang dan/atau jasa tersebut lebih rendah. Dengan demikian yang dipentngkan
dalam bahasan ini terdapat pada harga yang wajar.34

Hak pelaku usaha yang ada pada point huruf b, ¢ dan d sesungguhnya
merupakan hak hak yang lebih banyak berhubungandengan pemerintahandan/atau

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. BPSK

3 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukumbagi Konsumen di Indonesia,
Jakarta: Rajawli Pers, hIm50.
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merupakan suatu pengadilan yang tugasnya menangani penyelesaian sengketa
konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara
berlebihan sehingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-
satunya yang berkesinambungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku
usaha yang ada pada point huruf b, ¢ dan d tersebut adalah kewajiban konsumen
mengikuti upaya penyelesaian sengketa seabgaimana yang diuraikan sebelumnya.
Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya., seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Undang-Undang lainnya.
Berkenaan dengan Undang-Undang, maka perlu diingat bahwa Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya yang

sehubungan dengan perlindungan hukum.®®

Hak diatas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh
pelaku usaha maupun konsumen. Kewajiban pelaku usaha secara umum diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;

h. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¢. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskrimanit;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduk dan/atau jasa
yang diproduksi barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan
dan/atau garasi atas barang dan/atau yang diperdagangkan;

f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

% Ibid.
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Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik (good faith) dalam melakukan
kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.
Itikad baik yangdilakukan oleh pelaku usaha contoh dengan cara lebih detail dalam
pengerjaan produksi barang dan/agtau jasadengan tujuan mengindari adanya cacat
produk atau produk tidak sesuai pesanan. Ketentuan mengenai itikad baik (good
faith) diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa
itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua
tahapan dalam melakukan usahanya, yang dapat diartikan bahwa
kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dimulai dari barang
dan/atau jasa dibuat/diproduksi sampai pada fase penjualan, sebaliknya
konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa.>®

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
dikarenakan informasi disamping merupakan hak dari konsumen juga karena tidak
adanya informasi yang tidak memadai dan pelaku usaha merupakan salah satu jenis

cacat produk (cacat informasi), hal tersebut akan sangat merugikan konsumen.®’

Pembahasan diatas menjurus pada pelaku usaha bahwasannya diwajibkan
untuk beritikad baik (good faith) dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan
bagi konsumen diwajibakan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dan konsumendisini keduanya harus sama-sama
detail terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dengan tujuan meghindari
adanya cacat produk atau produk tidak sesuaidengan pesanan sedangkankonsumen
beritikad baik (good faith) dalam transaksi barang dan/atau jasa yang diproduksi

oleh pelaku usaha dengan tujuan dihindarinya sengketa antar kedua belah pihak.

36 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, him 54.
37 1bid, hlm 54-55.
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2.4 Perusahaan Listrik Negara
2.4.1 Pengertian Perusahaan Listrik Negara

PT PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik dari mulai mengoperasikan
pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat seluruh
Indonesia, yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah
satu yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia
dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat
luas. Pemerintahan dalam BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu alat
penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunandibidang industri-
industri manufaktur, dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut pandang masyarakat,
BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat,
murah, dan efisien. 3 PT PLN seharusnya selalu berupaya untuk terus
memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal,
sehingga citra PT PLN dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan
pelayanan yang baik sehingga memuaskan pelanggannya sesuai dengan ditinjau
dari sisi pemerintahan BUMN ataupun dari sisi masyarakat pun.

Badan Usaha Milik Negara atau disebut BUMN yang salah satunya adalah PT.
PLN. PT PLN memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat, masyarakat
sudah dapat dikatakan tidak bisa hidup tanpa adanya aliran listrik. PT.PLN ini
secara tidak langsung mengalami penumpukan pekerjaan atau banyaknya yang
ditangani dalam ruang lingkup pekerjaannya yang meliputi:

a Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, diataranya pembangkitan, penyaluran,
distribusi, perencanaan, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan
pengembangan penyediaan tenaga listrik.

h. Usaha Penunjang Tenaga Listrik, diantaranya konsultasi yang berhubungan
ketenagalistrikan, pembangunan  dan pemasangan  peralatan
ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan  ketenagalistrikan  dan
pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga
listrik.

% Dina Amalia, 2018, Jenis Dan Ciri Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
https://mww.jurnal.id/id/blog/2017/jen is-dan-ciri-ciri-badan-usaha-milik-negara-bumn, diakses
pada tanggal 13 November.
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¢. Usaha lain, diantaranya kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber energi terkait penyediaan ketenagalistrikan, jasa operasi dan
pengaturan bidang pembangkit, penyaluran, distribusi dan retail tenaga
listrik, kegiatan perindustrian perangkat keras dan luas bidang
ketenagalistrikan, kerjasama dengan badan lain dan usaha lainnya.

Listrik merupakan hal yang sangat dibuthkan dalam kehidupan sehar i- hari,
seperti halnya industri kecil ataupun industri besar. Listrik menjadi salah satu bahan
utama dalam perindustrian didalam negeri ataupundiluar negeri, dengan begitu dari
PT. PLN yang sudah dijelasakan pengertian diatas yaitu suatu perusahaan listrik
negara yang seharusnya menyediakan listrik secara baik dan benar dengan
dihindarinya atau memperkecil permasalahan yang ada dalam perusahaan listrik
tersebut dengan tujuan dihindarinya sengketa antar konsumen dengan pihak PT.
PLN.

2.4.2 Distribusi Listrik

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem
distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik
kepada konsumen. Jadi fungsi dari distribusi listrik adalah untuk pembagian
penyaluran listrik untuk sampai ke keseluruhan pelanggan. Proses pendistribusiaan
listrik melalui beberapa tahap, yaitudari pembangkit tenaga listrik penghasil tenaga
listrik disalurkan ke jaringan transmisi langsung ke gardu induk, dari gardu induk
tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi sekunder yang kemudian tenaga
listrik dialirkan kepada konsumen. Tenaga listrik yang dihasilkan dan dikirimkan
ke konsumen melalui pusat pembangkit tenaga lisstrik, gardu induk sebagai saluran
transmisi listrik, saluran distribusi yang kemudian konsumen dapat menggunakan
tenaga listrik. Sistem pembangkit terdiri dari satu atau lebih unit pembangkit yang
akan mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik dan harus mampu
menghasilkan daya listrik yang cukup sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sistem
transmisi berfungsi sebagai alat mentransfer energi listrik dari unit unit
pembangkita di berbagai lokasi dengan jarak yang jauh ke sistem distribusi,
sedangkansistem distribusiberfungsi sebagai alat untuk mengirimkanenergi listrik

kepada konsumen. 3°

39 Hasil Penelitian
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Distribusi listrik sama halnya dengan pemnyaluran-penyaluran yang ada
dalam perusaan pemasok untuk masyrakat. Distribusi listrik menyalurakn dari
bentuk tenaga listrik yang memliki sumber daya listrik besar sampai kepada
konsumen. Sistem pendistribusian ini sangat berguna bagi keselurahan entah itu
pelaku usaha atupun konsumen. Kerusakan yang terjadi dalam pendistribusian ini
sangatlah dihindari oleh pihak manapun, dikarenakan apabila ada salah satu
komponen pendistribusian listrik terjadi korsleting atau gangguan maka berdampak
kepada keseluruhan orang. PT. PLN sempat mengalami rusaknya komponen
pendistribusian listrik yang mengakibatkan pemadaman antar pulau ke pulau.

2.4.3 Standart Operasional Prosedure (SOP) PT.PLN

Dalam menjalankan opersional suatu perusahaan, peran pegawai memliki
kedudukan dan fungsi yang sangat penting atau signifikan dalam menjalankan
perusahaan demi memajukan dan menghindari hal buruk yang terjadi. Oleh karena
itu diperlukan adanya standar-standar operasional prosedur sebagai bentuk acuan
kerja atau pedoman secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia
yang profesional sehingga dapat menjalankan visi dan misi yang sesuai dengan
perusahaan tersebut. Standart Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu standar
atau pedoman atau dalam bahasa keren yaitu panutan yang tertulis dengan tujuan
dipergunkan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai
tujuan dan visi misi dari perusahaan atau organisasi. Standart Operasional Prosedur
(SOP) yangdikeluarkanoleh PT.PLN salah satunya adalah SOP mengenai prosedur
perencanaan pemadaman, ruang lingkup dari SOP ini adalah untuk mengatur tata
cara bagaimana merencanakan pemadaman dalam rangka pemeliharaan, perbaikan,
taping jaringan baru, yang pelaksanaan pekerjaannya dapat diatur waktunya agar
pemadaman dapat dilakukan sesingkat mungkin, dengan wilayah padam sesempit
mungkin dan menghindari pemadaman berulang pada daerah yang sama.

PT.PLN memiliki prosedur sebelum melakukan pemadaman itu sendiri,
yaitu diantaranya sebagai berikut:

a  Pemohon dalam hal ini Unit Pelayanan Jaringan/Rayon mengajukan ijin

Kerja melalui rapat koordniasi atau faximile/email (surat/nota dinas), atau

melalui telepon ynag disampaikan tiga hari sebelumnya ke Asisten Manager

Distribusi melalui  Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan
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Jaringan. Pemadaman yang mengakibatkan di dua unit atau lebih maka
permohonan harus ditembuskan ke Unit Pelayanan Jaringan/Rayon lain
yang terkena pemadaman.

b. Apabila pemadaman diperlukan dalam melaksanakan yang ditangani Area
Pelayanan Jaringan, maka permohonan pemadaman tetap dimintakan oleh
Pelayanan Jaringan/Rayon terkait.

¢. Supervisor Operasional Distribuis Area Pelayanan Jaringan melakukan
evaluasi dengan mempertimbangkan:

1. Permohonan yang sudah masuk
2. Keadaan sosial politik

3. Kegiatan kenegaraan

4. Kondisi sistem

5. Pertimbangan unit lain

d Darievaluasipada poin 2 dapat dimintakan approval/persetujuan ke Asisten
Manager Distribusi. Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau
memberikan tanda accept pada permohonan pemadaman.

e. Apabila permohonan pemadaman melalui rakor atau faximile sudah
disetujui, maka pemohon/Unit Pelayanan Jaringan/Rayondapat membuat
pengumuman kepada pelanggan.

f. Sebelum melaksanakan pemadaman Supervisor Operasional Distribusi atau
sebaliknya petugas piket saling mengingatkan jadwal sesuai dengan
formulir ijin kerja yang telah dibuat selambatnya satu hari sebelum
pelaksanaan.*°

Standart Operasional Prosedur (SOP) diatas jelas mengenai bagaimana

prosedur terjadinya pemadaman listrik, namun ditinjau dari terjadinya
permasalahan seperti rusaknya komponen pembangkit listrik yang mengakibatkan
pemadaman listrik disebagian wilayah dirasa kurang sesuai dengan SOP yang telah
dikelurakan oleh PT. PLN. Pemadaman listrik baru-baru ini yang terjadi tidak
sesuai yaitu dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dikeluarkan
perusahaan, secara tiba-tiba pemadaman listrik terjadi tanpa adanya laporan kepada

konsumen. PT.PLN seharusya perlu mempertegas jalannya atau ditaatinya Standart

40 Hasil Penelitian.
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Operasional Prosedur (SOP) yang telah dikelurakan oleh perusahaan listrik negara
atau disebut PT. PLN.

2.5 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

2.5.1 Pengertian SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)

Pada suatu “Sistem Tenaga Listrik”, energi listrik yang dibangkitkan dari
pusat pembangkit listrik ditransmisikan atau didistrbusikan ke pusat-pusat pengatur
beban melalui suatu saluran transmisi, saluran transmisi tersebut dapat berupa
saluran udara atau saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran
udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya
menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi
antara kawat penghantar tersebut dengan benda sekelilingnya, dan untuk
menyanggah atau merentang kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang
aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, kawat-kawat penghantar tersebut
dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh, yang biasa disebut menara
atau tower. Menara atau tower listrik dan kawat penghantar disekat oleh isolator.
Menara atau tower tersebut adalah SUTET (saluran transmisi tegangan ekstra tinggi)
atau SUTT (saluran transmisi tegangan tinggi).

Komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus adalah komponen
SUTT / SUTET yang berfungsi dalam proses penyaluran arus listrik dari
Pembangkit ke Gl / GITET ataudari GI / GITET ke GI / GITET lainnya. Konstruksi
tower besi baja merupakan jenis konstruksi saluran transmisi tegangan tinggi
(SUTT) ataupun saluran transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang paling
banyak digunakan di jaringan PT.PLN, karena mudah dirakit terutama untuk
pemasangan di daerah pegunungan dan jauh dari jalan raya. Pengawasan yang
intensif sangat diperlukan dalam hal ini karena besi-besinya rawan terhadap
pencurian. Kejadian dibeberapa daerah di Indonesia, dimana pencurian besi-besi
baja pada menara atau tower listrik mengakibatkan menara atau tower listrik
tersebut roboh, danpenyaluranenergi listrik ke konsumen pun menjadi terganggu.**
Pemeliharaan SUTT /SUTET memegang peranan sangat penting dalam menunjang

kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan

41 Dimashutri Pamungkas, 2012 Pedoman SUTT dan SUTET Final setelah dedit
https://www.acade mia.edu/8833223/PedomanSUTT -SUTET -Final-setelah-dedit, ~diakses pada
tanggal 29 Oktober diakses pukul 15:51.
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SUTT / SUTET adalah proses kegiatan yang bertujuan mempertahankan atau
menjaga kondisi SUTT / SUTET, sehingga dalam pengoperasiannya SUTT /
SUTET dapat selalu berfungsi sesuai dengan karakteristik desainnya dan mencegah
terjadinya gangguan yang merusak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.
01.P/47/MPE/1992 tanggal 07 Februari 1992 Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(penghantar) diudara bertegangan diatas 35 s/d 245 kV sesuai standar dibidang
ketenagalistrikan ( Pasal 1 Ayat 3), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(penghantar) diudara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang
ketenagalistrikan (Pasal 1 ayat 4).#2

SUTET merupakan salah satu komponen penting yang ada didalamnya.
Karyawan atau pekerja PT. PLN memiliki peran penting dalam pemeliharaan
komponen yangada, seperti halnya jadwal pengecekan, penggantian komponendan
lain lain. Pemeliharaan tersebut telah dilakukan namun kemungkinan adanya
keteledoran dari perusahaan yang mengakibatkan adanya gangguan pada
komponen tersebut. Contoh salah satu pemadaman listrik terjadi akibat rusaknya
alat pendistribusian listrik dari perusahaan sampai kepada konsumen adalah
rusaknya SUTET.

2.5.2 Kegunaan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)

SUTET memiliki fungsi yaitu sebagai alat menyalurkan daya listrik dari Sisi
Pembangkit ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi dan dari GITET ke Gl/ GIS
melalui Konduktor Telanjang dengan aman dan rugi daya yang kecil. Apabila
dibahasa secara menyeluruh, SUTET terdiri dari berbagai komponen penting yang
juga memiliki fungsi masing masing. Dari sub sistem yang terdiri dari 2 (dua) hal
yaitu primary dan secondary, kedua hal tersebut memiliki fungsi masing-masing,
yaitu yang pertama dari fungsi sub sistem Primary, antara lain:

a. Current Carrying (Pembawa Arus) yang berfungsi sebagai media pembawa

arus pada saluran transmisi SUTT / SUTET dengan arus sesuai spesifikasi /

ratingnya;

“|pid.
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b. Insulation ( Isolasi) yang berfungsi untuk menginsulasi bagian bertegangan
dengan titik ground, baik saat normal continuous opation dan saat terjadi
surja (termasuk petir didalam saluran transmisi );

c. Structure (Struktur Tower) vyang berfungsi untuk menjaga dan
merentangkan kawat penghantar agar berada pada jarak ground clearence
tertentu sehingga proses tansmisi daya berlangsung kontinyu;

d. Junctions (Penghubung) yang berfungsi untuk menghubungkan sub sistem
Current carrying (pembawa arus), sub sistem insulation (isolasi) dan
subsistem structure (struktur).

Sub sistem yang kedua yaitu Secondary, antara lain:

a. Protection yang berfungsi sebagai media berjalanya arus surja petir ke
bumi saat terjadi sambaran didekat saluran transmisi;
h. Monitoring yang fungsinya memberikan informasi kepada petugas
pemeliharaan saluran transmisi yang hendak dipelihara / dimonitor.*3
SUTET atau gardu induk keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu
sebagai alat penyalur sumber daya listrik. SUTET berfungsi untuk menyalurkan
energi listrik bertenaga besar sedangkan gardu berfungsi untuk menyimpan tenaga
listrik yang didistribusikan melalui SUTET yang kemudian diolah dari tegangan
listrik tinggi menjadi tegangan menangah dan rendah yang kemudian

didistribusikan kepada konsumen.

3 Ibid hIm23
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me
1

BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, penulis

mberikan kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan preventif atas
pemadaman listrik wilayah Jawa-Bali yang diakibatkan rusaknya SUTET
penyalur tenaga listrik yaitu dalam pengaturan dan pemberitahuan pe madaman
listrik serta perbaikan dan peremajaan terhadap komponen pembangkit tenaga
listrik yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan Nomor
30 Tahun 2009 Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 29 ayat (1) huruf
b untuk masyarakat yang sah mendapat aliran tenaga listrik secara terus-menerus
dan keandalan yang baik. Tetapi pemadaman sepihak tanpa pemeberitahuan
hampir sering terjadi pada kalangan masyarakat sehingga tidak terpenuhinya hak
konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Pasal4 ayat (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selanjutnya bentuk perlindungan
hukum bagi konsumen dalam tindakan represif berkaitan dengan
kompensasi/ganti rugi akibat pemadaman yang diatur dalam Undang -Undang
Tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Hak dan Kewajiban
Konsumen Pasal 29 ayat (1) huruf e mengatakan akan mendapat ganti rugi
apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian
pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyeidaan tenaga listrik sesuai syarat
yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Kompensasi/ganti rugi juga
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 7 ayat 7 yang mengatur mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha,
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kedua
pasal terebut menjelaskan PT.PLN memberikan ganti rugi dikarenakan telah
melanggar peraturan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan dan

perlindungan konsumen.
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2 Upaya yang dapat dilakukan konsumen akibat terjadinya pemadaman yang
merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke Layanan KeluhanPelanggan
melalui menghubungi 123 atau datang ke layanan PLN terdekat. Apabila
pemadaman tersebut sangat merugikan pihak konsumen yang berakibat kerugian
yang sangat besar maka pelanggan berhak untuk mengajukan kompensasi
kepada Perusahaan Listrik Negara PT.PLN dengan datang ke kantor layanandan
akan diadakan peninjauan kembali yang dilakukan oleh PT.PLN atas pengajuan
kompensasi tersebut. Apabila penyelesaian dalam bentuk sengketa maka
berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila
dirugikan akibat pemadaman listrik yaitu proses penyelesaian sengketa dapat
dilakukan oleh semua konsumen baik secara perorangan maupun secara
berkelompok dan bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kemudian untuk mekanisme penyelesaian
sengketa dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama
dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai untuk mencapai kesepakatan
antara para pihak tanpa melalui pihak ketiga, yang kedua penyelesaian sengketa
melalui litigasi (melalui pengadilan) dan yang ketiga penyelesaian sengketa
melalui non litigasi (di luar pengadilan).

4.2 Saran

1 Hendaknya PT.PLN mengedapankan hak konsumen dan kewajiban pelaku

usaha agar tidak adanya sengketa dan adanya pihak yang merasa dirugikan dari
pihak konsumen maupun pelaku usaha yaitu dengan adanya pemberitahuan
sebelum adanya pemadaman dan peningkatan perawatan, peremajaan dan
teknologi dalam komponen pembangkit tenaga listrik serta adanya tindakan
nyata dalam upaya memberikan informasi mengenai Tingkat Mutu dan
Pelayanan kepada masyarakat dan menigkatkan kwalitas kerja serta tanggung
jawab selaku pelaku usaha.

2 Hendaknya Pemerintah lebih tegas atas perlindungan hukum yang diberikan

kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan

Perundangan-undangan yang berlaku agar hak-hak konsumen dan kewajiban
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pelaku usaha tidak dilanggar oleh PT.PLN sebagai pelaku usaha penyedia
listrik. Adanya penindakan kerugian, sanksi ataupun kompensasi yang jelas
untuk PT.PLN apabila terjadi pemadaman yang memang murni kesalahan dari
PT.PLN itu sendiri.

Hendaknya konsumen lebih bertasipasi untuk mengurangi pemakaian listrik
dan tidak bergantung pada tenaga listrik agar meminimalisir adanya sengketa

dikarenakan ketidakpuasan dan kerugian yang dialami konsumen.
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